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ABSTRAK 

 

Pengajuan surat terdaftar penyehat tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Dari hasil yang dilakukan 

oleh peneliti masa penerbitan izin pengobat tradisional sesuai SOP selama 5 hari namun menjadi lebih dari 30 

hari, kurang aktifnya pemohon dalam berkonsultasi tentang regulasi perijinan STPT, serta bimtek hanya 

diselenggarakan 1 tahun sekali dan harus mengumpulkan sebanyak 20-30 penyehat tradisional. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui peran penyehat tradisional dalam pengajuan surat terdaftar penyehat tradisional di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.  Informan Utama 

adalah penyehat tradisional, informan triangulasi adalah Kepala Dinas Kesehatan, penanggung jawab program di 

Puskesmas, koordinator pelayanan kesehatan, pengelola program dan staf pelayanan kesehatan. Hasil penelitian 

penyehat tradisional berprofesi tukang pijat dan Dinas Kesehatan mewajibkan seluruh penyehat tradisional 

memiliki STPT. Komitmen Dinas Kesehatan alur prosedur disederhanakan dan kepengurusan administasi akan 

dibantu Dinas Kesehatan. Keterampilan diperoleh turun temurun. Masa berlaku STPT 2 tahun. Peralatan yang 

digunakan minyak zaitun, gandapura, handbody. Persyaratannya photocopy KTP, Kartu Keluarga, surat 

keterangan tempat praktek dari Kelurahan/Desa, surat keterangan dari Puskesmas. Kendalanya kekurangtahuan 

akan proses perizinan STPT serta jarak yang jauh. Saran Dinas Kesehatan melalui BANG AMAT (Gerbang 

Asuhan Mandiri Toga dan Akupresur) dengan melakukan jemput bola serta semua administasi kepengurusan 

dibantu oleh Dinas Kesehatan.  
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ABSTRACT 

 

Submission of a traditional healer registered letter at the Kabupaten Tabalong. From the results carried out by 

researchers, the issuance period for traditional healers according to SOP was for 5 days but it became more than 

30 days, the applicants were less active in consulting about STPT licensing regulations, and technical guidance 

was only held once a year and had to gather as many as 20-30 traditional healers. The aim of the study was to 

determine the role of traditional healers in submitting traditional healer registration letters in the working area 

of the Kabpuaten Tabalong. The research method uses descriptive qualitative. The main informants were 

traditional healers, the triangulation informants were the Head of the Health Service, the person in charge of the 

program at the Puskesmas, the coordinator of health services, program managers and health service staff. 

Research results show that traditional healers work as masseurs and the Health Service requires all traditional 

healers to have STPT. The Commitment of the Health Office will simplify the flow of procedures and 

administration management will be assisted by the Health Office. Skills are passed down from generation to 

generation. The validity period of STPT is 2 years. The equipment used is olive oil, gandapura, hand body. The 

requirements are a photocopy of ID card, family card, certificate of practice location from the Kelurahan/Village, 

certificate from the Puskesmas. The obstacle is ignorance of the STPT licensing process and the long distance. 

The advice from the Health Office is through BANG AMAT (Gate of Mandiri Toga and Acupressure Orphanage) 

by picking up the ball and all management administration assisted by the Health Service. 
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